SHARMOTTABA SATI FRAMA

LEMBARAN DAFRAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMCR 7  TAHUN 1986 SER] B NOWOR 1

PERATURAN DAFRAH

KADUFATEN DAFRAH TINGKAT TI SEMARANG
NOWOR 10 TAHUN 1986

TENTAWNG
PEVEERIAN JJIN MENDIRTRAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI KARUPATEN DAERAR
‘ TINGKAT I1 SEMARANG
DENGAN RAKHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
RUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT I1 SEMARANG
Yenimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancay
- an dan ketertiban anghutan de
ngan kendaraan bermotor umum
serta keseimbangan antara ke~
butuhan dan penawaresn Jjasa

angkutan di ¥abupaten Daerah
Tingkat TY Semarang perlu ada

“nya pengaturan pemberian ijin -

mendirikan perusahaan  peng-
angkutan 4i ¥abupaten Daerah
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Tingkat IT Semarang;
Rahwa untuk mengatur yang di-

- maksud di atas, perlu ditetap

1,

kan Peraturan Daerah Wabupa ~
ten Daerah Tingkat II Sema -
rang tentang Pemberian ijin
¥endirikan Perusahaan  Peng-
angkutan di ¥abupaten Daerah
Tingkat IT Semarang,

Uncdang-undang Nomor 5  Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemg
rintahan di Daerah (Lembaran

Negara R,I. Tahun 1974 WNomor

-38; Tambahan Lembaran HNegara

Womor 3037}

Undang-lindang Womor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan TDae-
rah-Daerah ¥Fabupaten dalam -
Lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1976 tentang -
Perluasan Kotamadya Daerah -
Tingkat 1T Semarang;

Tndang-lindang Womor 3 Tahun
1965 tentang Lalu-Lintas" dan
Angkutan Jelan Pays;

Undang-Undang Womor 12 / Drt.
Tahun 1957 tentang Peraturan
mum Retribusi DNaerah; _

Keputusan ¥enteri Perhubungan
Nomor KM 95/PR.Z01/Phb-1984 -
tentang Pedoman Penyederhana-
an pPerijinan Usaha di Sektor
Perbubungan;

Keﬁutusan_ﬁubernuf Vepala Dag
rah Tingkat I Jawa Tengah No-

mor 551,2/187/1985 tentang
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Pedoman Pemberian Tjin Mendiri-
kan Perusahaan Pengangkutan. 4di
Propinsi Naerah Tingkat I Jawa
Tengah _ : .

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-

RAH TINGKAT IT SEMARANG TENTANG
PEVRERTAN IJIN MENDIRIKAN PER-
USAHAAN PENGANCRKUTAN DI KABUPA-
TEN DAERAE TINGKAT II SEMARANG,

_ BAR I
KFTENTUAN UMM
| Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak sud de-
ngan
a, Pupatl Kepala Daerah adalah Fupati Kepala

b,

Daerah Tingkat I1 Semarang;

PLLAJR Cabang adalah Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Tengah Cabang Kabupaten Da
erah Tingkat II Semarang dan Kotamadya Da
erah Tingkat IT Salatiga;.

ORGANTA Cabang adalalh Orgarisasi Perusahg
an Nasional Angkutan ¥Fendaraan Bermo tor
Cabang Kahupaten Daerah Tingkat I1 Sema-
rang;

Peruzahaan Pengangkutan adalah Perusahaan

- yong meuyelenggarokan angkutan orang dan

atau barang dengan kendaraan berrotor urmum

“yang berkedudukan d&i ®ilayah ¥abupaten Da -

erat Tingkat I1 Semarang;
61




N

e, Kendaraan berrmotor umum adalah setiap ken
daraen yong digerakkan oleh peralatan tek
nik yang ada pada kendaraan itu dan bilasg
nya dipergunakan. untuk pengangkutan orang
dan atau barang di Jjalan umum selain ken-
darean yang berjalan di atas rel, yang
blasanya disediokan untuk dipergunakan -
oleh umum dengan pembayaran;

f. Tjin adalah iJjin mendirikan perusahaan -
pengangkutan gebagaimana dimaksud posal
27 Undang-Nndang Nomor 3 Tahun 1965;

g. Persetujuan Prinsip adalalk persetujuan un
tuk menambah jumlaﬁ kendaraan berrmotor -
umum dalam rangka perluasan usaha di bi-
dang pengnngkutan dan/atau pendirian usa-
ha pengangkutan baru.

: BAE I1I
PTNTTRIAN DAN PERLUASAN USAHA
_ pasal '2_
(1) Untuk mendirikan Perusahasn Pengangkutan
harus dengan ijin Rupati Xepala Daerah;

{2) Tiin dirmaksud ayat (1) Pasal ini ti-~
dak membebaskan Perusahoan Penganghutan
yang bersangkutan darl ketentuan = yang
berlaku bagli pendirian Perusahaan.

Pasal 3
Untuk merperluas usaha dengan menarbahkan -

jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan
persetujuan prinsiy Pupati ¥epala Daerah,
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| BAB III ,
PROSETUR PERMOHONAN DAN PEVBERIAN IJIN
PERSETUJUAN PRINSIP
Pasal 4

Termohonan -ijin dan/atau persetujuan prinsip
-disampaikan secara tertulis kepada Bupati
¥epala Daerah lewat Xepala DLLAJR Cabang da-
lam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp. 500,- -
{1ima ratus rupiah) dengan bentuk dan susun-
an sebagaimana contoh tersebut dalam lampir-
an Peraturan Daerah ini.

Pasal S

(1) Bupati Kepala Daerah memberikan 1ijin dan
/atau Persetujuan Prinsip setelah  mem-
peroleh pertimbangan tertulis dari Kepa-
la DLLAJR Cabang yang disampaikan  ber-
sama-sama permohonan dimaksud pada pasal
4 Peraturan Daerah ini;

(2) ntuk memberikan fertimbangan dimaksud
ayat (1) Pasal ini Kepala DLIAJR Cabang
mengadakan penelitian mengenai :

a. Perilikan ijin lokasi/bangunan ber-
dasarkan ndang-ndang Gangguan (HO);

b. Jumlah ¥endaraan dan persyaratan-per-
syaratan teknis; '

c. Faktor keseimbangan antara penawaran
doan rermintaan akan jasa angkutan;

d. Faktor persyaratan kearanan lalu lin-
tas,

Pasal 6

{1) Tiin dan/atau ner-etujuan Prinsip diberi
kan atas nama Pewohon dan tildak dapat
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dipindah tangankan.

(2) Penolakan terhadap permchonan Ijin dan/
- atau Persetujuan Prinsip disampaikan se=~
cara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah
kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan
alasan penolakannya,

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin dan /atau -
Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 6 ayat {(2)
Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersang -
kutan dapat mengajukan banding kepada Guber- -
nur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Tengah da=-
lam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari = ter-
hitung sejak surat penolakan diterima lewat
DLLAJR Cabang dengan mengisl formulir yang
telah disediakan, o

BAB IV
PERSYARATAN BAGI PEMOFON TJIN
Pasal 8
Tntuk memperoleh Tjin, setiap pemohon di=- -

haruskan memenuhi persyaratan sebagai ber-
ikut

a, Persyaratan Tmum

1, Pemohon adalah perorangan atau ber =
bentuk badan hukum yang didirikan ber-
dasarkan hukum yang berlaku di Indone-
siag

2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional,
b. Persyaratan ¥husus :

1. Ragi pemohon ijin yang telah meriliki
kendaraan berrotor umum, pengajuan per
mo honannya harus dilampiri dengan :
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a. Akte otentik pendirian perusahaan;

b. Surat bukti perilikan kendaraan  ber-
-motor umum, di mana bagi perusahaan
~otobds atau truck paling sedikit 5 (11

ma) buah kendaraan dan bagi perusahaan
mobil penumpang umum paling sedikit 2
{dua) buah kendaraan;

c. Surat bukti memiliki garasi/tempat me-

nyimpan kendaraan yang dapat meruat sg

. luruh kendaraan tersebut huruf b;

d. Surat pernyataan tidak akan mempergung

kan Jolan umum untuk berpangkal;

e, Tjin berdasarkan Undang-Undang Ganggy

an {7jin HO);

f. Surat keterangan keangpgotaan / sebagal

angpota dari ORGANDA Cabang.

2. Pagi pemohon 1ijin yang belum memilikl ken

daraan bermotor urum, terlebih dahulu ha-
rus mendapatkan Persetnjuan Prinsip dari
Bupatl Kepala Daerah.
Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangl
kewajiban pemohon untuk memenuhi per-
syaratan khusus dimaksud angka 1, setelah
syarat-syarat yang ditentukan dalam per-
setujuan Prinsip dipenuhi, '

RAB V
JANGKA WARTU TJIN/PRRSETIJIAN PRTNSIP
Pasal 9

T3iin berlaku untuk jahgka waktu yang tidak -
terbatas,

Pasal 10
(1) Persetujuan Prinsiv berlaku selama 6

(enam) bulan den tidak dapat diperpanjarg
kecuali dengan alasan-alasan yang dapat
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f2)

(1)

masa berlakunya X

8

dipertanggung jawabkan. =~ .

Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pa-
sal inl, pemohon harus sudah dapat . me-
wujudkan persyaratan yang ditetapkan da-
lam persetujuan Prinsip.

RAB VI
PENNING XENDARAAN
Pasal 11

Terhadap kendaraan bermotor umum dari
Perusahaan Pengangkutan yang tercantum
dalam ijin dan/atau Persetujuan Prinsip
dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Nae-
rah ini diberikan penning kendaraan yang

?aatu) tahun dan dapat
diperbarui.

Permohonan pembaruan penning kendaraan -
diajukan secara tertulis kepada  PBupati
Kepala Paerah lewat Kepala DLIAJR paling
lambat 20 (tigzs puluh) hari sebelum ber-
akhir masa berlakunya, dengan mengguna -
kan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Penning kendaraan harus selalu berada pada -
kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pa-
da kaca depan yang mudah dilihat, :

BAR VTIT
. RBRTAYA ATMINTSTRAST
- Pasal 13

- (1) Riaya administrasi untuk mendapatkan Tjin

di tentukan sebagai berikut :
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(3)

(4)

(5)

a, Ragi Perusahaan “enbanrvutan Otobls--j;
~atau Truck : :

1. Tenpan armada 5 s/d 10 kendaraan
sebesar Rp, 25.000,-

2, Dengon armada 11 s/d“25 kendaraan.
sebesar Rp. 50.000,-

3. Dengan armada 26 ke ntas  sebesar
Rp. 75.000,-

b. Ragi Perusahaan “engangkutan mobil
Penurpang sebesar Rp. 25,000,-

Pigya adrinistrasi untuk mendapatkan Per
setujuan Prirsip diraksud Pasal 3 dan
Pasal 8 huruf b, angka 2 Peraturan Daerah
ini ditentukan sebesar Rp, 15.000,~ per
kendaraan.,

Riaya administrasi untuk mendapatkan pen
ning kendaraan dimaksud Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Naerah ini ditentukan sebesar'
pp. L.OOO’

Piaya-biaya dirmaksud ayat (1), (2) dan
(2Z) Pasal ini tidek termasuk biaya mete-
rai.

Pungutan-pungutan selain yang dltentukan
dalam ayat (1), (2), (3 dan (4} Pasal
ini tidak dibenarkan untuk dikenaksan ke
pada Pemohon T jin/Persetujuan Prinsip.

Pasal 14

) Peraturan Daerah.

Semua hasil pungutan gan? ditetapkan dalam
pasal 13 ayat (1), (2 3

" ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Dae-.
-rah Tingkat IT Qemarang..,. e w ;
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BAB VITTY
LAPORAN
Pasal 15

Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajib =
kan memberikan laporan tertulis  kepada
PLLAJR Cabang satu hkali setiap semester
(enam bulan). dengan mempergunakan formu-
lir isian yang ditetapkan;.

Penyampaian laporan tersebut dalam ayat
(1) rasal ini disertai pula saran -saran
/atau usul-usul mengenai peningkatan ter
tib dan kearanan lalu lintas.

BAR JX
PENFRTIBAN
Pasal 16

Setiap Perusahaan Pengangkutan yeng ti-
dak memiliki ijin, dapat dikenakan tin-
dakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal
32 Undang-Tndang Nomor 3 Tahun 1965.

Tjin dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi
ijin apabila :

a., Pemegang JJjin merberikan keterangan -
yang tidak benar pada waktu mengaju -
kan surat permohonan T jin;

b, Pemegang JJin tidak dapat mewujudkan
versyaratan yang ditetapkan dalam
Surat Tjin;

c. Pemegang Ijin nenyatakan menghentikan
‘usahanya dibidang angkutan.

Ijin dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dapat dicabut untuk Jangka wak
tu tertentu apa bila pemegang Tjin me=-
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lakukan.pelanggaran“berat.

 BAB X
PELAKSANAAN -
Pasal 17

- Proses pelaksanaan perberian Ijin dan / atau
Persetujuan Prinsip harus dapat diselesaikan
- dalam_ jangka waktu selama lamanya 2 (dua) -
-minggu. _

(1)

(2)
(3)

BAB XTI
KFTENTUAN PFRALTHAN
Pasal 18

Dalam Jjangka waktu 6 (enam) bulan sejak
berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusa-
haan Pengangkutan yang belum dapat me-
reriuhi persyaratan tersebut dalam Pasal
8 buruf b Peraturan DPaerah ini diberikan
kesempatan untuk menambah kendarasn atau
menggabungkan pengusahaan kendaraannya -
dengan Perusahaan lain yang sejenis.

Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) Pa-
sal inri harus berberntuk badan hukur,

Perusahaan Pengangkutan yang telah men-
dapatkan ijin sebelum berlakunya Peratup
an Daerah ini, dalam Jjangka waktiu se=-

o lambat—lambatnya % (tiga) bulan diwajib-

kan mengajukan permohonan ulangan ber-
dasarkan Feraturan Daerah ini.
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~ BAB XI1
KETENTUAN: PENUTUP
Pasal 19

Bal-hal yang belum diatur dalam: Peraturan Da;
erah 1ni akan diatur kerudian. :

Pagal 20

Peraturan Daerah ini mulai berleku pada tang
gal diundangkan. _
Agar supdya orang dapat mengetahuinya, me-
merintahkan pengundangen Peraturan Daerah ini
dengan pensmpatannya dalam Lembaran  Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1T Semarang.

Ungaran, 29 April 1986

PEVAN PERWAKTLAN RAKYAT  BUPATI ¥EPALA DAERAH
DAFRAH KARUPATEN DAWRAR  TINGVAT II SEMARANG
-TINGKAT IT SEMARANG

KFTUA,
cap. ttd., - cap. ttd.
 ISMOJO HADTSOEMARTO " Drs. SARDJONO-
Disyahkan dengan Surat Keputusan = Gubernur .

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
5 Agustus 1986 Nomor 188,3/187/1986.

Diundangkan dalam Lerbaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat TT Semarang tanggal 13 Septem -
ber 1986 Seri B Nomor 1 Tahun 1986.
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Sesuai dengan'aslinya o
Sekretaris Wilayah/Daerah

SOEVOJO HADIWINOTO, SH

W

Hal : Permohonan iJinhmen : Lampiran 1
dirikan perusahaan - .
pengangkutan berda Fepada ¥1h ¢
sarkan H.0 ( Hinder Bapak Fupati Kepala

Ordonnantie)-_ Daerah Tingkat Ir
Semarang ai-
UNGAR_A_N

r_ Yang bertanda tangan di bawah ini :
. N ama ( 3511.) H P R I R S IR

Nama Setelah menjadi WNI P T ge———
Tmur ! cecessasasecns
¥ ebangsaan P VRSETRES R SRR
- Pekerjaan . I teessesrssaces
Alamat Lengkap - S S W

Dengan ini perkenankanlah kami men g-
ajukan permohonan ijin mendirikan/memperdbarui
ijin perusahaan pengangkuton- berdasarkan H.0O
dengan keterangan sebagol bverikut :

» Nama pGFUa&haan - : A R U B TR EEE RN
» Nama pemilik perusahaan P B TR e
. Pentuk perusahaan P dasevesscnneas
Jenis. T o essresasraases
. Letak Perusahaan P eesssccacnns .e
. Nama pemilik tanah R S

NI

71




14

Dengan batas-batas sebagai berikut <

™ Sebelah utﬂra . a-aaaccoqooo'o-o.oo_.__.
= Sebelah timur .
- Sebelah selatan
- qebelah bar . _:000..-..-.-00-.000
Ruangan ked ang7dipergunakan untuk’

. " : L R S S A I AT O S AR B

& % B B A E b E A A RSSO RN

LIE TR NI O R L L R B R R Y I O

As e ers e s e ER IR EAS

-8 B0 wa W

& 8 & 8 G B B A s SaFEEe D

“Kem inan polusi yang timbul :

pﬂlus:]. udara . T sedssseesssssoesen -
Polusi air . : 3 0e 8 P 4a ..e ® ¥ O e a0
Polusi Suara : & %3 5 d e e . 5 ® & a4 a b3

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kawmi
lampi rkan

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP)yang
masih berlaku.
2. Surat keterangan dari Lurah/¥epala Desa
yang diketahui Camat,
3. Surat ¥eterangan status tanah/Letter 7/
Sertifikat tanah.
L, Pukti perbayaran Ipeda.
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari
. tetangga.
6. Cambar situasi/denah letak garasi. %
7. Surat pernyatasn sudah merdiliki gorasi,
8. Foto cop% STNK yang m®sih berlaku.
9. Surat keterangon menjadi anggota Organdsz
10, Rekomendasi dari Dinas DLLAJR Prop. Ja-
teng Cabang Kab. Semarang.
11. Foto copy surat kewarganegaraan bagi WNI
Keturunan asing.
12, Foto copy Akte Notaris bagl usaha gabung
ar,

Kemudian untuk menjadikan periksa.

o
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--.o'.--e...a.e.o'lig "eeenie e i s

vengetatui . Pemohon

Camat ,e.0.. ..'.._I._... _ Meteral Rp. '-'500,00'_ =

A R N
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PENJPLASAN
AT. o
PFRATURAN. DAFRAH mmmw PAFRAH TINGKAT 11
SEVARANG
NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG
PEVBERIAN TJIN MENDIRTKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEVMARANG

I. PENJELASAN UvVUM

Seirama dengon peningkatan pembangun-
an yong dari tahun ke tahun mengalari ke-
majuanaﬁesat kehidupan sosial ekonomi
masyarakat kﬁususnya masyarakat ¥abupaten
Daerah Tingkat JI Semarang Juga mengalami
peningkatan. ;
Peningkatan-peningkatan tersebut secara
langsung atau tidak largsurg Uerpengaruh
pada kebutuban masyarskat yang semakin
banyak dan kompleks.

Salah satu diantaranya adalah kebutuhan -
akan sarana pengongiuton,

- Untuk menjega keseirbangan antara kebutuh
an dan penawaran Jjasa angkutan serta un-
tuk menjamin kelancaran dan ketertiban -
angkutan dengan kendaraan berwotor umum,
Gubernur Xepalz Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah telah mengeluarkan Keputusan Guber -
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  Tengah

 tanggal 8 Juni 1985 Nomor 551.2/187/1955
“tentang Pedoman Pemberian ijin mendirikan
perusahaan pengangkutan di Prcpinsi Dae-
reh Tingsat I Jawa Tengah,

Rerdasarkan Pasal 16 ¥enutusan Cuber-
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
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tersebut di atos, disusunlah Peraturan Da
érah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

tentang pemberian Tjin Mendirikan Perusa-

haan Pengangkutan di Kabupaten ~ Daerzh

Tingkat 1T Semarang yang mengatur antara
lain prosedur permohonan dean permberian
1Jin serta persyaratan bagi perohon, ke-
wajiban perusahaan dan persetujuan prin -

8ip bagi pengusaha yang menambah  jumlah’

kendaraan bermotor umum dalam rangkas per-
luasan usaha dibidang pengongkutan = dan
atou pendirian usaha pengangkutan baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

© Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.ayat (1)

Cukup jeles,
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Sub a sebagsi

-~ berikut

Kepala TLLAJR Cabang mengadakan peneliti

an baik secara administratif maupun di
lapangan terhadap kelayakan tempat dan
atau bangunan yang akan dipergunokan se-
bagai tempat usaha dari perusahoan peng-

- ongkuten yang bersangkutan sepertl antara

“lain kantor, garasi dan bengkel termasuk

Ijin HO dan Tjin bangunannya.
Pasal S ayat (2) Sub b sampal dengan Pa~

- sal 20 Qukup Jjelas.
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